
 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
  

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 49 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2018 

TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

   GUBERNUR BALI, 

 
Menimbang 

 

: a. bahwa keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga sebagai gerakan masyarakat dengan kader-kader 
yang menjangkau sampai di tingkat desa/kelurahan 

merupakan potensi yang sangat besar untuk memandirikan 
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali;  
 

   b. bahwa besaran honorarium dibandingkan dengan 

kompleksitas pekerjaan, tingginya intensitas tugas serta 
tanggungjawab dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga 

di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 111 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga; 

 
Mengingat 

 

:  1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

 
  

 

 

 2. 
 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 6398); 
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   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015        

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
  

   4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

  5.  Peraturan Presiden Nomor 99  Tahun 2017 tentang Gerakan 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia               
Tahun 2011 Nomor 310); 

 
   7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60); 

 
  8. 

 
 

 
 
 

 
 

 
9. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri   
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 
 

 

                        MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR   TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2018 

TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA.  

 
 
 

https://jdih.baliprov.go.id/


jdih.baliprov.go.id 

 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 111    
Tahun 2018 tentang Gerakan Pemberdayaan  dan 

Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Bali      
Tahun 2018 Nomor 111) diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 

         
Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 5 November 2019             
 

GUBERNUR BALI, 
           
                     ttd 

 
 

                                                  WAYAN KOSTER 
 

 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 5 November 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
                             ttd 

 
 

DEWA MADE INDRA 
 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 52  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Paraf Koordinasi 

Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum dan 
HAM 

 

Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Desa 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR BALI 

NOMOR 49 TAHUN 2019 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 111  TAHUN 2018 

TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  

 
 

BESARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK  PEMBERDAYAAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA 
 

 
 

No Jabatan Honorarium 

1 Ketua Rp. 4.500.000 

2 Wakil ketua I,II,III,IV Rp. 3.000.000 

3 Sekretaris  Rp. 2.500.000 

4 Wakil Sekretaris I,II,III Rp. 2.000.000 

5 Bendahara Rp. 1.800.000 

6 Wakil Bendahara Rp. 1.600.000 

7 Anggota:  

 a. Ketua Pokja I,II,III,IV Rp. 1.500.000 

 b. Wakil Ketua Pokja I,II,III,IV Rp. 1.300.000 

 c. Sekretaris Pokja I,II,III,IV Rp. 1.300.000 

 d. Anggota Pokja I,II,III,IV Rp. 1.100.000 

 

 
 

 PARAF KOORDINASI  Paraf Koordinasi 

Sekretaris Daerah  
Plt. Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum dan 

HAM 
 

Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Desa 

 

 
 

GUBERNUR BALI, 
           

           ttd 
 
 

WAYAN KOSTER 
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